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ABSTRAK

Identifikasi Sumber Hukum Bagi Putusan Hakim Pada Perkara Perdata
di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2006- 2007
Oleh:
Iffah Nur Hayati
Sri Hartini
Setiati Widihastuti

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai realisasi
pemakaian sumber hukum sebagai dasar putusan hakim pada perkara perdata
khususnya di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2006-2007.

Penelitian ini merupakan penelitian content analysis (analisis isi). Teknik
pengumpulan data yaitu berupa teknik dokumentasi yang berbentuk putusan hakim,
buku, peraturan perundangan, artikel dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan
sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dalam perkara
perdata, khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu untuk mendukung data
yang ada serta untuk mempertajam analisis Peneliti juga melakukan wawsncara
dengan Hakim. Kemudian terhadap data yang telah diperoleh selain melikukan
validasi data, dilakukan reduksi data, unitisasi, kategorisasi, display data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber hukum pada perkara
perdata di Pengadilan Negeri Sleman terutama perkara pada tahun 2006-2007 sumber
hukum yang lebih banyak/dominan dipakai oleh Hakim adalah Peraturan
Ferundangan dan Yurisprudensi. Bahkan dalam praktek, hakim untuk alasan
kepraktisan lebih sering menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan utama untuk
mengetahui argumentasi apa yang digunakan pada yurisprudensi yang relevan untuk
kemudian diterapkan pada perkara yang sedang dihadapi. Selain itu dalam perkara
tertentu Yuriprudensi lebih diutamakan daripada peraturan perundangan yang ada.
Selain Peraturan Perundangan, Yurisprudensi memegang peranan penting sebagai
sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memut s perkara, meskipun sistem
hukum Indonesia merupakan Civil Law System.

Kata kunci: Suraber Hukum, Putusan Hakim, Perkara Perdata
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
DARI TINDAKAN MALPRAKTEK

Oleh Setiati Widihastuti dkk

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap kurang
terlindunginya hak pasien yang berimplikasi pada banyaknya kegagalan tindak medik, dan
keresahan kalangan medis terhadap sikap masyarakat yang dinilai tidak proporsional lagi
karena tanpa melalui proses hukum telah menuduh semua kegagalan medik sebagai
malpraktek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan realisasi perlindungan
pasien dalam hal pemberian persetujuan tindakan medik, tanggapan kalangan medis RS
Dr. Sardjito terhadap dugaan malpraktek dan alasan mengapa praktek kedokteran
berkembang menjadi paktek defensif. , : .

Penelitian yang dilakukan di RS Dr.Sardjito ini merupakan pemelitian deskriptif
kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 6 orang yang ditentukan secara purposive,
meliputi: Direktur RS Dr. Sardjito, Ketua IDI Propinsi DIY, dan 4 orang dokter spesialis:
anestesi, bedah, syaraf, kebidanan dan penyakit kandungan. Sebagai alternatif cross check
data telah diwawancarai 3 orang pasicn. Data diperoleh melalui wawancara dan
dokumentasi, sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif

Dari hasil penelitian dapatlah dikemukakan bahwa: 1) Perlindungan terhadap
pasien antara lain divjudkan dengan adanya informed consent {persetujuan tindakan
medik). Karena JInformed consent merupakan realisasi hak asasi manusia (pasien) dalam
transaksi terapeutik dan menjadi landasan berpijak serta menjadi perlindungan bagi dokter
apabila terjadi tuntutan di kemudian hari. 2) Maraknya tuduhan malpraktek di media massa
ditanggapi kalangan medis sebagai salah dalam melabel, karena malpraktek murni  tidak
akan banyak ditemui dalam praktek. Publikasi kegagalan tindak medik dengan tuduhan
malpraktek medik ditanggapi sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan
pencemaran nama baik, mengingat penentuan suatu kasus sebagai malpraktek medik harus
melalui proses penetapan pengadilan. 3) Kalangan medis menghendaki dapat bekerja
dengan aman dan tenang tanpa dihantui oleh bayang-bayang tuduhan malpraktek, schingga
berkembanglah defence medicine. Praktek defensif ini merupakan bentuk praktek yang
dilakukan berdasar pertimbangan untuk melidungi diri dari tuntutan hukum dengan prinsip
kehati-hatian. Praktek defensive ini dimulai dengan mencantumkan klausula eksonerasi
dalam formulir informed consent. Dilanjutkan dengan mengasuransikan atau mengalihkan
risiko profesinya kepada perusahaan asuransi serta melaksanakan pekerjaannya dengan
ekstra hati-hati.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hubungan dokter pasien, malpraktek
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PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTN PERKARA PIDANA
Oleh: Sri Hartinidkk -

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan
tambahan oleh JPU dapat mencegah terjadinya penghentian penuntutan,
pertimbangan JPU perlu tidaknya untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam
pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Di samping itu bertujuan untuk mengetahui
kreteria dilaksanakannya pemeriksaan tambahan dan gambaran pemeriksaan
tambahan oleh JPU dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri
Yogyakarta ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
berjumlah 4 orang yang ditentukan secara purposive, meliputi: Kasi Penuntutan pada
Asipidum Kejati DIY, seorang Jaksa Fungsional pada Asipidum Kejati DIY, Kasi
Pidum Kejari Yogyakarta dan seorang JPU Kejari Yogyakarta. Data diperoleh
melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara cross
check dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen dan analisa
data dilakukan secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1). Pemeriksaan tambahan
yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dapat mencegah terjadinya penghentian
penuntutan dan dapat menghentikan penuntutan. 2) Pertimbangan jaksa dalam
menentukan perlu tidaknya pemeriksaan tambahan adalah mampu tidaknya penyidik
secara profesional dalam pemberkasan perkara yang disusun memenuhi syarat formal
dan material. Jika mampu, maka tidak perlu ada pemeriksaan tambahan oleh JPU
atau  sebaliknya. 3) Pemeriksaan tambahan yang dilakukan JPU tidak dapat
dilakukan terhadap semua perkara dan tersangka, melainkan dapat dilakukan
terhadap saksi, saksi ahli, perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, meresahkan
masyarakat, membahayakan negara, dan diselesaikan dalam waktu 14 hari serta
dilaksanakan dengan prinsip koordinasi dengan penyidik. 4) Pemeriksaan tambahan
oleh JPU tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa didahului pra penuntutan.
Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh JPU apabila dari hasil penelitian berkas
perkara dari penyidik yang dilakukan oleh JPU telah ditempuh prosedur P-18; P-19
dan P-21. Kemudian setelah P-18 dan P-19 Penyidik menyatakan hasil
penyidikannya optimal dan Jaksa penuntut umum minta penyerahan tersangka dan
barang bukti (P-22) untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan kata lain
terjadi bolak balik perkara dari Penyidik ke JPU atau sebaliknya. Kemudian Jaksa
peneliti usul pada Kajari untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dilanjutkan
konsultasi Jaksa Peneliti dengan Kasi Pidum dan Kajari. Tidak ada jaminan Penyidik
mampu melengkapi. Selanjutnya Kajari membuat Surat Perintah Melengkapi Berkas
Perkara (P-25) untuk melengkapi berkas peikara dengan melakukan pemeriksaan

tambahan.
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